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BAB II

PENGAKTIFAN DAN UJI-COBA NUKLIR KOREA UTARA
A. Latar Belakang Dan Perkembangan Nuklir Di Korea Utara
1. Latar Belakang Perkembangan Nuklir Di Korea Utara
Awal mula perkembangan nuklir di Korea Utara tidak lepas dari cara campur tangan Uni Soviet yang pada masa perang dingin merupakan salah satu negara adidaya. Pada tahun 1945, diakhir perang dunia kedua setelah lepas dari penjajahan Jepang, Korea dibagi menjadi dua bagian, tentara Uni Soviet menduduki bagian Utara Korea sedangkan tentara Amerika Serikat di bagian Selatan. Dan dengan persetujuan antara Uni Soviet dan Amerika, Korea dibagi sejajar dengan garis lintang 38 derajat. Pemerintah Amerika menguasai selatan hingga tahun 1948 saat berdirinya Republik Korea dan kemudian ditahun yang sama Uni Soviet mendirikan Republik Demokratik Rakyat Korea dengan Kim II Sung sebagai pemimpinnya yang pada waktu itu merupakan kaki tangan Uni Soviet. Dalam kepemimpinnya tersebut Kim II Sung menerapkan ajaran komunis yang didapatnya ketika ia pergi ke Uni Soviet, yaitu dengan menasionalisasi seluruh aset yang ada dan menghapuskan kepemilikankan pribadi. Sebagai negara yang baru terbentuk, dalam membangun berbagai bidang termasuk ekonominya Korea Utara masih tetap didukung dana dari Uni Soviet. Pada akhirnya segala perkembangan pembangunan diberbagai bidang yang telah dicapai Korea utara tidak luput dari bantuan Uni Soviet.
Dalam perseteruan Uni Soviet yang Komunis dan Amerika yang kapitalis liberal yang dikenal dengan era perang dingin terjadi saling bersaing untuk saling mengalahkan. Amerika mendukung Korea Selatan untuk maju diberbagai bidang dan agar tidak jatuh ketangan komunis. Demikian juga Uni Soviet menyokong sepenuhnya Korea Utara termasuk mendirikan  riset energi nuklir.
 Sejak saat itu Korea Utara mulai mengembangkan instalasi nuklir tepatnya pada penengahan 1960-an. Ketika itu sebuah kompleks riset energi nuklir di Yongbyon. Sebelah utara Pyongyang didirikan. Uni Soviet andil besar dalam pembangunan reaktor nuklir tersebut. Sebuah reaktor riset IRT-2M buatan Uni Soviet tampak berdiri megah di kompleks itu.
Korea Utara merupakan salah satu negara di Asia Timur namun kondisi perekonomian Korea Utara sangat jauh tertinggal dibanding negara-negara di Asia Timur lainnya termasuk Korea Selatan. Kondisi perekonomian Korea Utara memburuk setelah terhentinya bantuan dari Uni Soviet dan belum juga pulih sampai saat ini hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan Korea Utara yang tertutup dan melarang investasi asing serta ditambah lagi bencana alam yang selalu melanda dalam setiap tahunnya merusak semua hasil pertanian yang telah diusahakan oleh rakyat Korea Utara.
Kondisi perekonomian yang buruk itu tidak mampu membuat Korea Utara bersaing dengan negara-negara di Asia Timur lainnya namun begitu, kepemilikan akan program nuklir telah membuat posisi Korea Utara cukup penting dan diperhitungkan di Asia Timur hal ini karena berhubungan dengan masalah stabilitas keamanan di Asia Timur khususnya di Semenanjung Korea. Bahkan bukan hanya negara tetangganya seperti Korea Selatan dan Jepang tetapi Amerika juga merasa khawatir terhadap program pengembangan senjata nuklir Korea Utara selain dapat mengancam stabilitas Asia Timur tetapi juga dapat memicu perlombaan senjata nuklir regional yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan internasional.
Bagi Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang, pengembangan nuklir Korea Utara merupakan ancaman yang sangat serius namun bagi Korea Utara pengembangan nuklirnya merupakan suatu alat untuk mengukuhkan posisinya di Asia Timur. Korea Utara menjadi negara yang cukup berpengaruh di Asia Timur karena program nuklirnya telah menimbulkan krisis yang panjang di Semenanjung Korea yang mengundang kehawatiran bukan hanya bagi negara-negara di Asia Timur tetapi juga negara-negara di luar Asia Timur.
Berbagai upaya dilakukan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang untuk menghentikan keinginan kuat Korea Utara untuk mengembangkan program nuklirnya dari mulai negosiasi, ancaman, sanksi ekonomi. Bahkan juga tiga negara tersebut mengundang negara-negara yang dinilai dekat dengan Korea Utara seperti Cina, Rusia untuk ikut mengatasi krisis nuklir di Semenanjung Korea, namun tidak juga membuat Korea Utara mau menghentikan program nuklirnya.

Korea Utara beranggapan bahwa program nuklirnya bukan merupakan ancaman karena pada awalnya digunakan untuk tujuan damai yaitu menghasilkan energi listrik namun tuduhan Amerika bahwa Korea Utara melakukan pengembangan nuklir secara rahasia memicu Korea Utara untuk menghidupkan kembali reaktor nuklir dan atom, jika pun terjadi krisis nuklir, menurut Korea Utara hal itu disebabkan karena sikap Amerika yang selalu ingin merasa benar dan selalu menunjukan sikap permusuhan terhadap Korea Utara. Sehingga dalih bahwa program nuklir Korea Utara merupakan ancaman sama sekali tidak beralasan, karena justru Amerikalah yang selama ini menjadi ancaman dengan kekuatan nuklimya. Bagi Korea Utara sendiri pengembangan teknologi nuklir merupakan hak dan kedaulatan negaranya yang sah. Pemerintah Korea Utara menuntut bahwa semestinya kongres Amerika harus bertanggung jawab untuk menghapuskan secara menyeluruh segala bentuk senjata nuklir guna menjamin perdamaian dunia. Dan Korea Utara beranggapan bahwa krisis nuklir di semenanjung Korea dapat diatasi jika Amerika Serikat mau diajak berunding secara bilateral tanpa melibatkan negara-negara lain.

1.1 Pengaktifan Dan Uji-coba Nuklir Korea Utara

Alasan yang dikemukakan pemerintah Korea Utara untuk mengaktifkan dan uji-coba nuklimya sangat sederhana. Korea Utara menganggap Amerika Serikat melanggar perjanjian tahun 1994 dengan menghentikan bantuan bahan bakar yang sangat diperlukan oleh Korea Utara sehingga perjanjian itu tidak berlaku lagi, dan sekarang Korea Utara bisa kembali membuka reaktor nuklirnya. Memang seharusnya tidak dianggap remeh pentingnya pengiriman bahan bakar minyak bagi Korea Utara. Begitu Korea Utara dilarang menggunakan reaktor nuklirnya, semua pembangkit listrik negeri itu sangat bergantung pada pengiriman bahan bakar minyak dari luar negeri.

Pada tahun 1994 Korea Utara sepakat tidak akan lagi menggunakan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir yang diperolehnya dari Uni Soviet yang sebenarnya juga sudah ketinggalan jaman dan akan digantikan dengan reaktor nuklir jenis air ringan yang lebih aman. Untuk pelaksanaannya, pada bulan Maret 1995, Amerika Serikat bekerjasama dengan Jepang dan Korea Selatan membentuk organisasi pengembangan energi Semenanjung Korea.
Sambil menunggu reaktor nuklir baru yang lebih modern, disepakati bahwa per tahunnya, Korea Utara menerima bantuan 500 ribu ton bahan bakar minyak dari luar negeri, antara lain Amerika Serikat. Pasokan BBM inilah yang dihentikan Amerika Serikat, sehingga Korea Utara merasa perlu membuka kembali reaktor nuklirnya yang sudah ketinggalan jaman itu.
Korea Utara mengakui program pengaktifan reaktor karena Amerika Serikat secara terang-terangan menyatakan tidak akan dapat menyelesaikan pembangunan LWR dan menghentikan bantuan bahan bakar minyak untuk Korea Utara. Setelah pengakuan tersebut, AS mulai menginformasikan bahwa Korut telah mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya, yang sebelumnya sudah dibekukan pada tahun 1994 melalui Agreed Framework yang ditandatangani bersama oleh perwakilan pemerintah AS dan Korut pada 21 Oktober 1994 di Jenewa Swiss. Menurut pandangan AS, reaktor nuklir tersebut ditujukan untuk memproduksi senjata nuklir. Selanjutnya AS menyatakan agar Korut segera membekukan reaktor nuklirnya dan kemudian membongkar secara menyeluruh reaktor nuklir tersebut. Pemerintah Korut tidak menerima terhadap pernyataan AS tersebut dan menganggap bahwa Amerika terlalu mencampuri urusan dalam negeri Korut.

Program pengembangan industri senjata nuklir Korea Utara tersebut telah membawa dampak yang cukup besar bagi stabilitas keamanan dikawasan Asia Timur, program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dapat memicu terjadinya perlombaan senjata dikawasan Asia Timur, mengingat masih terdapatnya rasa saling curiga antar masing-masing negara dikawasan ini sehingga ancaman terhadap stabilitas keamanan dikawasan ini akan semakin meningkat dan tidak menutup kemungkinan dapat mengancam stabilitas keamanan global.

Alasan penting mengapa masyarakat internasional menghendaki ditutupnya reaktor nuklir Korea Utara adalah karena dari reaktor itu bisa dihasilkan uranium yang pada gilirannya bisa menghasilkan plutonium. Dan plutonium merupakan bahan pokok senjata nuklir. Dari sini salah satu negara besar yaitu Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa Korea Utara pada dasarnya memang sedang mengembangkan senjata nuklir.
Itulah sebabnya mengapa masyarakat internasional menghendaki supaya reaktor nuklir Korea Utara ditutup sama sekali. Selain itu sebenarnya Korea Utara sendiri sudah mengakui mengembangkan senjata nuklir. Karena itu tidaklah mengherankan kalau paling sedikit negara tetangga Korea Utara bereaksi kaget menghadapi pernyataan Pyongyang untuk mengaktifkan dan uji-coba nuklir untuk program senjata nuklirnya.

Korea Utara mengakui bahwa pemerintahannya memang mengembangkan industri ketenaga nukliran yang mandiri yang khususnya ditujukan untuk mengatasi masalah kelistrikan di Korea Utara. Pengembangan teknologi ini adalah hak dan kebebasan setiap negara. Dengan niat baik, maka Korea Utara telah mematuhi kesepakatan untuk tidak mengembangkan teknologi ini lebih lanjut dengan prasyarat diberikannya bantuan oleh Amerika Serikat untuk membangun Low Water Reactor (LWR) di Korea Utara yang lebih bersih Iingkungan dan tidak menghasilkan bahan nuklir untuk senjata.
Namun demikian Amerika Serikat selalu saja memunculkan isu kekhawatiran nuklir Korea Utara sebagai dalih untuk memperlambat kesepakatan mengenai pembangunan LWR dan bahkan Amerika Serikat secara terang-terangan menyatakan tidak akan dapat menyelesaikan pembangunan LWR dan menghentikan bantuan bahan bakar minyak untuk Korea Utara.
Untuk mengatasi kekurangan energi akibat pembangunan LWR yang terhambat dan penghentian bantuan BBM, Korea Utara terpaksa kembali membuka PLTN di Yongbyon dan Korea Utara tidak bermaksud untuk memproduksi senjata nuklir tetapi dibatasi hanya untuk tujuan damai yaitu untuk mengatasi kekurangan energi yang sangat mendesak dengan memproduksi listrik.
1.2 Perkiraan Ancaman Eksternal
Perubahan situasi dan kondisi tatanan dunia internasional pasca Perang Dingin telah memposisikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara Super Power dan melahirkan perkiraan ancaman dari negara-negara yang menjadi musuh Amerika Serikat, salah satunya adalah Korea Utara. Pernyataan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Korea Utara adalah salah satu negara poros setan selain Irak dan Iran telah membuat Korea Utara memulai memikirkan langkah yang akan diambilnya, mengingat salah satu "temannya" yaitu Irak diserbu oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Dari ketakutan dan kekhawatiran Korea Utara terhadap sikap Amerika Serikat dalam menghadapi musuh-musuhnya seperti penggunan kekuatan militernya untuk menyerbu Irak, dapat dikatakan bahwa Korea Utara sudah melihat ancaman-ancaman yang jelas mengenai kemungkinan akan adanya aksi penyerangan terhadap Korea Utara dimasa yang akan datang. Hegemoni Amerika Serikat yang semakin meningkat sejak berakhirnya Perang Dingin merupakan suatu persoalan yang cukup menjadi perhatian negara-negara dikawasan Asia Timur terutama Korea Utara yang secara historis memiliki hubungan “tidak baik” dengan Amerika Serikat, karena menyangkut pembangunan pangkalan-pangkalan militer dan sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat di negara-negara sekutunya yang berarti waktu penyerangan yang menjadi semakin singkat.

Amerika Serikat sempat mengancam akan melakukan agresi militer terhadap Korea Utara karena Korea Utara dicurigai telah mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam dan menghentikan bantuan yang sangat diperlukan oleh Korea Utara, hal ini mendapatkan tanggapan dari Korea Utara dengan mengusir Tim Inspeksi Persenjataan (IAEA) keluar dari negaranya dan menyatakan akan melanjutkan program pengembangan senjata nuklirnya untuk menjamin agar Amerika Serikat tidak melakukan serangan ke negaranya.

Adanya pernyataan akan adanya tindakan agresi militer yang dihadapi oleh Korea Utara, dan Amerika Serikat telah menciptakan suatu persepsi ancaman bagi Korea Utara yang pada akhirnya dijadikan landasan bagi Korea Utara untuk melakukan program pembangunan senjata nuklir, guna mendapatkan jaminan non agresi dari Amerika Serikat.

2. Tujuan Perkembangan Nuklir Korea Utara

2.1 Penggunaan Nuklir Sebagai Pembangkit Energi

Sebagaimana diketahui Amerika telah menempatkan Korea Utara sebagai salah satu negara yang memiliki senjata nuklir serta dianggap terus mengembangkan senjata jenis ini, mengenai hal tersebut pemerintah Korea Utara mengakui  bahwa  pemerintahannya  memang  mengembangkan  industri ketenaga nukliran yang mandiri yang khususnya ditujukan untuk mengatasi masalah kelistrikan di Korea Utara, Pengembangan teknologi ini adalah hak dan kebebasan setiap negara. Dengan niat baik, maka Korea Utara telah mematuhi kesepakatan untuk tidak mengembangkan teknologi ini lebih lanjut dengan prasyarat diberikan bantuan untuk mengembangkan Low Water Reactor (LRW) di Korea Utara yang lebih bersih Iingkungan dan tidak menghasilkan bahan nuklir untuk senjata.
Namun demikian, Amerika selalu saja memunculkan isu kekhawatiran nuklir Korea Utara, sebagai dalih untuk memperlambat kesepakatan mengenai LWR tersebut dan bahkan kemudian Amerika secara terang-terangan menyatakan tidak akan dapat menyelesaikan pembangunan reaktor air ringan. Bagi Korea Utara sikap Amerika itu sudah sangat merugikan sehingga kondisi kelistrikan di Korea Utara sudah sampai pada taraf yang sangat kritis. Akibat lebih lanjut adalah timbulnya kesulitan dan keruwetan dalam pembangunan perekonomian dan kehidupan sehari-hari rakyat Korea Utara juga semakin berat.

Karena terlambatnya LWR tersebut maka Korea Utara mengalami kekurangan suplai energi listrik yang cukup serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini telah memberi dampak pada keseluruhan kehidupan perekonomian di Korea Utara. Kekurangan energi listrik yang terjadi secara serius telah menjadi penghambat, tidak hanya bagi upaya peningkatan kehidupan dan kecukupan rakyat tetapi juga menghambat aktifitas rakyat Korea Utara. Maka untuk mengatasi kekurangan energi itu Korea Utara terpaksa membuka kembali PLTN Yongbyon dan Korea Utara tidak bermaksud untuk memproduksi senjata nuklir tetapi dibatasi hanya untuk tujuan damai yaitu untuk mengatasi kekurangan energi yang sangat mendesak dengan memproduksi listrik.
2.2 Nuklir Sebagai Alat Pertahanan Korea Utara

Sekitar tahun 1991, Korea Utara menyadari bahwa cara konvensional kekuatan militernya tidak dapat terus diperkuat karena adanya kekacauan sistem perekonomian didalam negaranya. Konsekuensinya, Korea Utara mengubah usaha militer konvensionalnya dengan mengembangkan dan memproduksi senjata nuklir dan kapasitas misil dengan dampak kehancuran yang lebih besar dan untuk biaya yang lebih sedikit, dari pada menambah jumlah kekuatan militer konvensional.
Konflik perbatasan yang selama ini terjadi di Semenanjung Korea semakin meningkatkan ketegangan kedua Korea. Hal ini yang menjadi awal peningkatan militer kedua negara. Semenanjung Korea hingga saat ini masih merupakan salah satu daerah paling berbahaya di dunia. Di Zona Demiliterisasi (Demiliterized Zone/DMZ) terdapat l,7 juta personil tentara bersenjata, dimana dua pertiganya dan angkatan bersenjata Korea Utara yang berjumlah lebih dari satu juta personel. Pada awal 1990-an Korea Utara menggelar lebih dari 3500 tank serta 5800 senjata artileri.

Pemeliharaan kekuatan militer yang jumlahnya sangat besar itu tentunya memakan biaya yang tidak sedikit, krisis ekonomi yang melanda Korea Utara pada akhirnya memaksa Korea Utara mengalihkan kebijakan militernya dan kekuatan militer konvensional menjadi program pengembangan senjata nuklir yang lebih murah, agar tetap dapat memiliki pertahanan yang kuat. Mengingat adanya kerjasama militer antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan yang pada akhimya menempatkan sekitar 37 ribu personil militer Amerika Serikat di Korea Selatan.
Dengan mempersepsikan berbagai ancaman terhadap keamanan nasional negaranya, terutama ancaman-ancaman yang berasal dari luar, khususnya ancaman dari AS serta dari negara tetangganya Korsel, maka Korut mengembangkan sistem persenjataan nuklir, yang dianggap sebagai salah satu modal vital dalam Korut. Hal inilah yang menjadi satu permasalahan besar dalam hubungan kedua negara yang bertetangga itu, terlebih dalam upaya re-unifikasi Korea. Keputusan awal Pyongyang untuk mengembangkan persenjataan nuklir berasal dari arahan Kim Il-Sung, yang diperkirakan sekitar awal tahun 1960-an dan Korut mendirikan komplek nuklirnya di Yongbyon-kun pada tahun 1964.

Walaupun Korea Selatan dan Korea Utara selama beberapa tahun belakangan ini melakukan upaya re-unifikasi. Namun serangkaian upaya re-unifikasi tersebut kandas tanpa hasil. Perundingan-perundingan yang direncanakan akan berlangsung pun nampaknya juga akan menemui jalan buntu. Ketegangan memuncak kembali beberapa waktu yang lalu menyusul insiden penembakan kapal Fregat Korea Selatan oleh Korea Utara yang menewaskan 18 orang.
3. Motivasi Korea Utara Untuk Mengembangkan Senjata Nuklir

Mengembangkan dan memproduksi senjata nuklir memakan waktu lama, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang seperti Korut. Singkatnya, tujuan awal Pyongyang untuk mengembangkan bom nuklir yang berasal dari arahan Kim Il-sung, sekitar tahun 1960-an. Korut mendirikan kompleks nuklirnya di Yongbyon-kun pada 1964, dan pada 1980-an mengembangkan fasilitas-fasilitas nuklirnya termasuk segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata kelas plutonium.

Bagaimanapun, keputusan politik kepemimpinan Korut untuk menemukan senjata nuklir tidak dibuat dalam satu kevakuman. Pyongyang menghadapi sejumlah masalah keamanan eksternal dan internal.  Korea dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan besar, dan semenanjung tersebut telah menjadi subyek sejumlah invasi selama beberapa abad terakhir. Kolonialisme dan perang selama abad ke-20 masih beresonansi dengan para pengambil kebijakan di Pyongyang, dan pengalaman-pengalaman ini berlanjut untuk mempengaruhi persepsi dari ruling elite dan para pendukung mereka. Postur militer yang kuat dan dan sistem persenjataan yang dikembangkan tidak hanya membantu kepemimpinan berkenaan dengan ancaman-ancaman luar, tetapi mereka juga populer diantara penduduk yang nasionalistis yang diingatkan secara konstan tentang ancaman- ancaman eksternal potensial terhadap Korut.

Angkatan bersenjata AS telah ditempatkan di Korsel sejak akhir Perang Korea untuk menangkal berulangnya invasi Korut melintasi garis lintang 38° pada 25 Juni 1950. Namun, semua orang Korut menganggap bahwa AS menginvasi Korut pada hari itu, dan bahwa "Pemimpin Besar Marsekal” Kim Il-sung menolak invasi AS selama "Perang Kemenangan Pembebasan Tanah air." Media Korut melanjutkan menyediakan laporan-laporan intensif mengenai intervensi militer AS pada 1950 agar tetap waspada melawan kemungkinan “serangan Amerika lainnya”.

Selain revisionisme historis Pyongyang, fakta-fakta historis menyediakan pemimpin-pemimpin Korut dengan motivasi untuk mendapatkan suatu kapabilitas untuk memukul target-target AS sehingga Pyongyang dapat menangkal intervensi militer Amerika pada waktu mendatang. Pada tingkat minimum, pemimpin-pemimpin Korut menghendaki suatu kapabilitas konvensional yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi senjata nuklir dan rudal balistik sebagai satu sistem penghantar merupakan pilihan yang lebih diinginkan. Selama Perang Korea, Korut dan Cina ditundukkan pada ancaman nuklir oleh AS, dan beberapa analis berargumen bahwa pemimpin-pemimpin Pyongyang termotivasi untuk mengembangkan senjata nuklir dan misil jarak jauh karena pengalaman itu. Namun demikian, pemimpin-pemimpin Korut telah berspekulasi jauh tentang kegunaan senjata nuklir dan biaya untuk mengembangkannya.
 

Akhir Perang Korea pada 1953 bukan berarti potensi konflik nuklir telah hilang secara komplit. Terdapat banyak insiden sejak berakhirnya perang itu yang bereskalasi pada konflik nuklir.

Korut telah berusaha memperkuat kapabilitas militernya dengan pembentukan aliansi keamanan dan dengan pengalokasian sumber daya dalam jumlah yang sangat besar pada sektor militer. Korut membentuk aliansi keamanan dengan Cina dan Uni Soviet, tetapi para pemimpin Korut merasa tidak puas dengan partner aliansinya dalam banyak hal. Sebagai contoh: meskipun Cina dan Uni Soviet menyediakan bantuan selama Perang Korea, Kim Il-sung menghendaki bantuan yang lebih besar lagi daripada yang di terima. Kim kecewa bahwa Stalin tidak menyediakan angkatan darat dan sumber daya-sumber daya lainnya untuk mengeluarkan Amerika dari Korea, dan juga sikap diam Soviet selama krisis misil Kuba, Korut segera mengimplementasikan satu kebijakan pengganti impor dalam sektor persenjataan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemasok senjata dari luar.  Kejadian-kejadian lainnya yang mengagetkan kesadaran Pyongyang pada sekutunya termasuk normalisasi hubungan Cina dengan AS, keruntuhan Uni Soviet dan negara-negara sosialis di Eropa Timur, normalisasi hubungan Moskow dan Seoul, dan normalisasi hubungan Beijing dan Seoul. Secara ringkas, even-even ini membuat para pimpinan Korut untuk mempertanyakan kredibilitas dari partner aliansinya, sembari meningkatkan persepsi Pyongyang terhadap senjata nuklir.

Meskipun program senjata nuklir Korut, termasuk Highly Enriched Uranium (HEU)/pengayaan uranium tingkat tinggi, mendahului Administrasi Bush, sebagian berargumen bahwa kebijakan-kebijakan Administrasi Bush telah menekan Korut pada pengakuan program HEU-nya dalam suatu usaha dalam bernegosiasi dan menemukan permintaan-permintaan AS terhadap program nuklir Korut. Di sisi lain, sebagian berargumen bahwa kebijakan-kebijakan Administrasi Bush telah mendorong Korut untuk mempercepat programnya dalam memperoleh senjata-senjata nuklir melalui rute HEU. Bagaimanapun, Pyongyang tanpa keraguan telah mengekspresikan keperdulian tentang dimasukkannya Korut dalam "axis of evil" (poros kejahatan) versi George Walker Bush, dan kemungkinan menjadi subyek pada sebuah "serangan nuklir preemptive”. Banyak analis berargumen bahwa rivalitas antar-Korea juga telah memotivasi Pyongyang untuk memperoleh senjata nuklir. Tidak jelas bagaimana Korut akan menggunakan satu bom nuklir melawan Korsel, kecuali untuk deterrence/pengelakan dan/atau diplomasi koersif. Mengeliminasi pemerintah Korsel dan menyatukan kembali negara itu dalam syarat-syarat Pyongyang tentunya akan memecahkan kembali masalah keamanan utama Korut. Korut mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang legitimate bagi semua orang Korea dan semua teritori di semenanjung Korea. Menurut undang-undang sosialis Korut, “Semua aktivitas Negara akan dikonduksikan dibawah kepemimpinan Korean workers Party (KWP)/Partai Pekerja Korea dan Negara Korut akan melengkapi revolusi berdasarkan chuch’e dibawah kepemimpinan KWP”.
 Konstilusi  juga   mendeklarasikan   bahwa   pemerintah   Korut merepresentasikan kepentingan-kepentingan dari semua orang Korea. Semua aktivitas pemerintahan Korut dipandu oleh KWP, yang juga berkomitmen untuk merevisi status quo di semenanjung Korea. Anggaran rumah tangga KWP menyatakan bahwa partai adalah untuk "membebaskan semua orang di semenanjung, melengkapi revolusi, dan melahirkan komunisme dan ideologi chuch’e melalui semua masyarakat Korea”. Lebih jauh lagi, KWP adalah untuk "memperkuat solidaritas re-unifikasi secara berkelanjutan yang didasarkan pada ideologi chuch’e." Ringkasnya, ada berbagai faktor historis, eksternal, dan internal yang telah memotivasi Korut untuk menghasilkan senjata nuklir. Motivasi-motivasi Pyongyang mungkin telah bervariasi setiap waktu, dan masih belum ada konsensus terhadap perilaku Korut akhir-akhir ini dan kebijakan-kebijakannya menyangkut perkembangan senjata nuklir. Pemerintahan dan proses pengambilan keputusan Korut yang tidak transparan sering menimbulkan tantangan-tantangan yang sulit dalam usaha untuk mengerti motivasi-motivasi Pyongyang, namun satu pengertian yang jelas dari motivasi-motivasi tersebut akan menjadi krisis jika diplomasi  adalah  untuk  mengakhiri   program  senjata  nuklir  Korut.
B. Berkembangnya Krisis Nuklir Korea Utara

Krisis bermula  saat Amerika Serikat bulan Oktober 2002 merasa curiga atas program senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara secara rahasia, sehingga melanggar kesepakatan bilateral maupun internasional. Kecurigaan yang disertai dengan penghentian bantuan energi oleh Amerika Serikat tersebut mengundang kemarahan Korea Utara dan ditanggapinya dengan mengusir inspektur dari Badan Energi Atom Intemasional (IAEA) dan Kim Jong Il menyatakan Korea Utara keluar dari perjanjian pelucutan senjata nuklir. Hal tersebut tentunya mendapat reaksi keras dari beberapa negara khususnya Amerika Serikat, Presiden Bush memandang Kim Jong Il sebagai musuh yang lebih berbahaya dari pada Saddam Hussein, dan bertekad untuk menghentikan program nuklir Korea Utara itu.
Selain itu Korea Utara mulai mengoperasikan kembali reaktor nuklir di Yongbyon yang telah disegel oleh IAEA sehingga mengundang kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Timur yang menjadi sekutunya seperti Korea Selatan dan Jepang. Amerika Serikat menuntut agar Korea Utara melucuti program senjata nuklirnya tanpa syarat dan menyeluruh sebelum membicarakan kesepakatan lainnya. Sedangkan Korea Utara menginginkan adanya jaminan untuk tidak diserang sebelum melucuti program senjata nuklirnya.

Reaksi yang disampaikan oleh beberapa negara atas program perkembangan senjata nuklir Korea Utara bermacam-macam sifatnya, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika reaksi tersebut di rasakan sangat berlebihan, reaksi yang semakin membuat permasalahan semakin memanas. Seperti halnya Amerika Serikat yang sempat mengancam akan melakukan agresi militer terhadap Korea Utara dan akan membangun sistem pertahanan rudal balistik dikawasan tersebut.
1. Penyingkapan Pengaktifan Dan Uji-coba Nuklir Korea Utara

Selama minggu pertama pada Oktober 2002, Asisten Menteri Luar Negeri AS, James A. Kelly mengunjungi Pyongyang untuk mendiskusikan sejumlah isu yang belum selesai dengan Wakil Menteri Luar Negeri Korut yang pertama, Kang Sok-ju. Selama pertemuan mereka, Kelly menghadirkan bukti dari program Korut untuk memperkaya/pengayaan uranium dan offisial Korut mengakui keberadan program   itu   setelah   pada   awalnya   menolak   tuduhan   tersebut.

Setelah pengakuan tersebut, AS mulai menginformasikan bahwa Korut telah mengaktifkan dan uji-coba nuklirnya, yang sebelumnya sudah dibekukan pada tahun 1994 melalui Agreed Framework yang ditandatangani bersama oleh perwakilan pemerintah AS dan Korut pada 21 Oktober 1994 di Jenewa Swiss. Menurut pandangan AS, reaktor nuklir tersebut ditujukan untuk memproduksi senjata nuklir. Selanjutnya AS menyatakan agar Korut segera membekukan reaktor nuklirnya dan kemudian membongkar secara menyeluruh reaktor nuklir tersebut. Pemerintah Korut tidak menerima terhadap pernyataan AS tersebut dan menganggap bahwa Amerika terlalu mencampuri urusan dalam negeri Korut. Semenjak itu hubungan AS-Korut kian memanas, berbagai statement yang berisi kecaman-kecaman keras telah dilontarkan oleh kedua belah pihak, dimana dari pernyataan-pernyataan itu tersirat bahwa kedua belah pihak semakin mengeras dan seolah-olah tidak ada yang mau mengalah. Desakan dari AS untuk pembekuan dan berikutnya pembongkaran secara menyeluruh reaktor nuklir tersebut sama sekali tidak digubris Korut.

Selanjutnya, AS menginstruksikan agar permasalahan nuklir Korut dibawa ke dalam PBB. Korut dengan lantang menentang usul AS tersebut. Korut menolak penyelesaian krisis nuklir di Semenanjung Korea melalui PBB. Negara Komunis itu bersikukuh bahwa solusi dari masalah tersebut harus dicari lewat negosiasi langsung dengan AS (Harian Media Indonesia, Senin, 20 Januari 2003).
AS melakukan berbagai tekanan terhadap Korut berkaitan dengan persoalan ini agar Korut bersedia menghentikan pengembangan nuklirnya, akan tetapi Korut tidak juga membekukan reaktor nuklir tersebut.
Justru, pada 10 Januari 2003, pemerintah Korut mengeluarkan pernyataan resmi yang berisikan penarikan diri Korut dari NPT yang dimuat oleh Korean Central News Agency (KCNA). Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam NPT, masa validasi pernyataan pengunduran diri itu adalah tiga bulan kemudian, artinya Korut benar-benar dianggap telah keluar dari NPT tiga bulan kemudian dari tanggal 10 Januari 2003, dengan kata lain 10 April 2003. Kenyataannya, sampai 10 April 2003, pemerintah Korut tidak mencabut pernyataan penarikan diri itu. Maka dari itu, Korut sudah secara resmi menarik diri dari NPT. Situasi demikian, membuat permasalahan nuklir Korut semakin sulit.

2. Amerika Serikat Menyatakan Korea Utara Sebagai Negara Poros Kejahatan

Selain menghentikan bantuan energi terhadap Korea Utara Amerika Serikat juga mengatakan secara terang-terangan, bahwa Korea Utara merupakan negara sponsor terorisme dan negara poros kejahatan yang telah menyebabkan terjadinya penyebaran senjata nuklir di dunia. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat merupakan negara super power yang memiliki berbagai kepentingan dikawasan Asia Timur dan tidak akan tinggal diam terhadap permasalahan yang dapat mengancam kepentingannya di kawasan itu, Amerika Serikat tetap melakukan tekanan dan ancaman untuk menghentikan program nuklir Korea Utara.
Pada Februari 2001 Bush menetapkan Korea Utara sebagai negara pendukung terorisme yang berada dibawah kepemimpinan yang tidak transparan. Untuk menormalisasi hubungan kedua negara dan melanjutkan kembali dialog kedua belah pihak, bahwa Amerika Serikat mencurigai Korea Utara yang menggunakan fasilitas nuklirnya untuk keperluan militer karena itu Amerika mensyaratkan agar Korea Utara membuka fasilitas nuklirnya untuk diperiksa oleh badan inspeksi senjata PBB (IAEA). Atas permintaan sikap Amerika ini, Korea Utara langsung menjawab respon yang tidak kalah kerasnya dan menempatkan Amerika sebagai negara yang sedang bersiap-siap untuk melancarkan perang terhadap Korea Utara.
Tuduhan Amerika yang menyatakan bahwa Korea Utara merupakan negara sponsor terorisme telah menjadi pemicu ketegangan yang cukup serius dalam menjalin hubungan diantara kedua negara dan semakin memburuk ketika pada awal tahun 2002 presiden Bush mengamumkan bahwa Korea Utara merupakan negara poros kejahatan bersama Irak dan Iran. Sikap Amerika Serikat  itu tentunya membuat Korea Utara yang merupakan negara yang berdaulat merasa diremehkan dan terancam dan menyatakan akan terus mengembangkan senjata nuklirnya untuk mempertahankan teritorial negaranya. Pernyataan Amerika Serikat tersebut telah memicu konflik dengan Korea Utara, pernyataan saling ancam dan mengecam antara kedua negara membuat permasalahan ini semakin memanas.

3. Ancaman Agresi Militer Amerika Serikat Terhadap Korea Utara

Ancaman yang dikeluarkan Amerika Serikat terhadap Korea Utara telah menyebabkan permasalahan nuklir Korea Utara semakin memanas, Korea Utara tidak kalah keras menghadapi ancaman tersebut, Korea Utara menyatakan akan terjadi bencana yang besar apabila Amerika Serikat sampai melakukan ancamannya.
Untuk menghadapi ancaman dari Amerika Serikat Korea Utara menggunakan nuklir sebagai bargaining position, sehingga ancaman yang ditimbulkan dari permasalahan ini semakin meningkat. Korea Utara berjanji akan membekukan program pengembangan senjata nuklimya setelah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan non agresi kembali menyalurkan bantuan BBM ke Korea Utara, sedangkan Amerika Serikat menganggap Korea Utara melakukan pemerasan dengan menggunakan nuklir sebagai alat tawarnya dan menginginkan Korea Utara untuk membekukan program pengembangan senjata nuklirnya terlebih dahulu sebelum membicarakan permasalahan ini lebih lanjut.

C. Respon Masyarakat Internasional Terhadap Nuklir Korea Utara

1. Respon Amerika Serikat Terhadap Nuklir Korea Utara

AS merupakan negara yang paling menentang program nuklir Korut, bukan hanya pada sengketa pengaktifan dan uji-coba nuklir tersebut, tetapi juga mulai dari awal adanya program nuklir Korut, termasuk sebelum pembekuannya pada 1994. Boleh dikatakan bahwa AS selalu memata-matai kegiatan nuklir Korut. AS juga lah yang menyatakan bahwa Korut telah mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya pada Oktober 2002, yang kemudian melakukan uji-coba nuklir dan berlanjut menjadi sengketa nuklir.
Dari awal sudah tercermin sikap dan pandangan AS akan program nuklir Korut, termasuk pada pengaktifan kembali reaktor nuklir tersebut. AS sangat agresif menolak keberadaan program nuklir itu. Kalau Korut menganggap bahwa AS merupakan ancaman besar bagi kepentingan nasional dan keamanan negaranya, utamanya dengan keberadaan pasukan militer AS di Korsel, maka demikian juga sebaliknya, AS menganggap Korut sebagai ancaman, khususnya dengan program nuklirnya.
Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Korsel merupakan sekutu dekat AS, sementara hubungan Korut dengan Korsel belum begitu baik, bahkan masih sering terlibat ketegangan. Sudah lama Korut mengembangkan teknologi persenjataan serta berambisi memiliki senjata nuklir yang ampuh. Sebagai sekutu dekat Korsel, AS tentunya aktif mendukung dan menyokong Korsel dalam berbagai urusan dan permasalahan, terlebih dalam hal-hal yang mengangkut persoalan Korsel-Korut. Jadi, hubungan kedua Korea mendapat atensi besar dari AS. AS juga mempersiapkan kebijakan antisipatif, apabila sekiranya Korut menyerang Korsel, seperti yang pernah dilakukannya pada Perang Korea 1950-1953. Korsel yang sempat berniat mengembangkan teknologi persenjataan, Pakkeom, mendapat tekanan dari AS dengan perkiraan bahwa langkah tersebut akan memicu perlombaan senjata di Semenanjung Korea, yang kemungkinan akan berlanjut ke kawasan Asia Timur. Dari kebijakan itu terkandung maksud bahwa AS menyediakan "Payung Pertahanan" bagi Korsel, terutama dari ancaman Korut.
Selain  permasalahan dalam  hubungan  Korut-Korsel,  AS juga memperkirakan bahwa pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut merupakan masalah besar bagi NPT. NPT adalah rezim internasional dengan maksud agar negara-negara nonnuklir tidak melakukan proliferasi/pembiakan senjata nuklir, dan Korut merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi NPT tersebut. Tidak banyak negara yang memiliki persenjataan nuklir di dunia. AS merupakan salah satu negara yang mempunyai senjata nuklir. Meskipun Perang Dunia II dan Perang Dingin telah usai, tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan senjata nuklir masih merupakan modal penting bagi negara pemilik, sebab kepemilikan senjata nuklir dapat mempertinggi pengaruhnya dalam dunia internasional. Dengan adanya senjata nuklir, akan dapat mengangkat power negara yang bersangkutan dalam hubungan internasional. Hal ini telah dialami oleh AS, sebagai salah satu negara pemilik senjata nuklir disamping keberadaannya sebagai super power, termasuk dalam upaya menghentikan Perang Korea. Pada waktu itu, AS menyatakan akan menggunakan senjata nuklirnya apabila pihak Korut yang dibantu oleh pasukan sukarela dari Cina tidak menarik diri dan menghentikan perang. Akhirnya, pasukan Korut dan Cina pun menarik diri dan mundur dari wilayah Korsel. Kekuatan besar AS semakin terangkat pula dengan adanya persenjataan nuklir mereka. Jika AS bersikap lembek dan membiarkan Korut mengaktifkan kembali reaktor nuklimya, maka hal ini akan memancing negara- negara lainnya untuk mengembangkan program persenjataan nuklir kondisi yang sangat tidak diinginkan AS, yang menurut pemikiran para negarawan AS mengancam bagi kepentingan nasionalnya.

Oleh karena itu, AS dengan lantang menentang pengaktifan kembali program nuklir Korut serta mendesak agar Korut membekukan dan membongkar secara menyeluruh fasilitas nuklir yang dimiliki Korut.
2. Respon Korea Selatan Terhadap Nuklir Korea Utara

Sebagai negara tetangga Korut, Korsel tentunya merasa terancam dengan pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut. Hal itu sangat jelas bagi Korsel, mengingat hubungannya dengan Korut kurang rukun, serta belum adanya perjanjian resmi kedua negara untuk menggantikan Persetujuan Gencatan Senjata 1953 yang mengakhiri Perang Korea.
Walaupun AS (yang merupakan sekutu dekat Korsel) menyediakan payung pertahanan bagi Korsel, terutama dalam hubungannya dengan Korut, namun Korsel tetap mempersepsikan pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut sebagai ancaman besar bagi Korsel, terutama bagi keamanan nasional Korsel. Korsel kuatir, suatu saat apabila Korut dalam kondisi sulit dan terdesak, terutama dalam hubungan dengan Korsel dan AS, Korut mengambil inisiatif menyerang Korsel dengan persenjataan yang mereka miliki, termasuk dengan kemampuan nuklir yang masih diperdebatkan itu. Dengan kata lain, jika hal itu terjadi, maka Perang Korea akan berlangsung kembali. Hal yang tidak di inginkan bahkan dicegah oleh Korsel. Korsel menyadari hal itu, apalagi dengan pertimbangan akan alasan-alasan Korut untuk mendirikan dan mengembangkan program nuklirnya, dimana alasan utamanya adalah karena perseteruan dengan AS dan Korsel.
Dengan pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut itu (Oktober 2002), Korsel menganggap bahwa kwalitas hubungan negaranya dengan Korut menurun drastis, artinya hubungan kedua Korea semakin tegang. Dialog-dialog dengan Korut akan semakin sulit membuahkan hasil yang diharapkan, karena Korut sering mengandalkan kepemilikan program nuklirnya sebagai suatu kekuatan dalam diplomasi. Dengan kata lain, Korut kerap menggunakan program nuklirnya untuk coersive diplomacy. Korsel tidak ingin hal tersebut terjadi, karena dengan keadaan seperti itu, terutama untuk jangka panjang, prospek re-unifikasi Korea akan terancam.

Dengan dasar pemikiran tersebut, Korsel jelas menolak keberadaan program nuklir Korut, termasuk menentang dan menolak pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut.
3. Respon Cina Terhadap Nuklir Korea Utara

Dalam menanggapi sengketa nuklir Korut dengan AS, yakni dengan permasalahan pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut, Cina tidak menunjukkan sikap yang frontal ataupun keras kepada Korut. Namun demikian, bukan berarti Cina langsung begitu saja menerima dan menyetujui pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut tersebut. Dalam upaya penyelesaian krisis nuklir Korut, tercermin sikap Cina akan permasalahan ini. Cina memainkan peranan aktif dalam menengahi perseteruan AS-Korut. dengan membujuk AS dan Korut untuk melakukan dialog dengan inisiatif Cina sebagai tuan rumah. Karena kemajuan dari pembicaraan itu sangat minim, Cina kemudian berusaha menjembatani perbedaan pandangan yang sangat tajam antara AS dan Korut dengan penyelenggaraan dialog multilateral (pembicaraan enam-pihak), juga dengan inisiatif Cina sebagai tuan rumah.

Dari upaya-upaya tersebut tersirat sikap dan tanggapan Cina akan pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut, dimana Cina ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai, yakni dengan memilih meja perundingan sebagai penyelesaiannya. Meskipun dalam perundingan-perundingan itu masih terdapat jurang pemikiran yang sangat lebar antara AS dan Korut. namun langkah-langkah tersebut jelas sangat berarti dalam rangka menyelesaikan sengketa nuklir tersebut, tentunya dengan cara-cara damai.
Walaupun pada masa lain Cina merupakan sekutu dekat Korut, termasuk dalam Perang Korea 1950-1953, namun seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan situasi politik internasional, maka pandangan dan kebijakan luar negeri Cina pun berubah. Hubungan Cina-Korut mengalami penurunan. Dalam krisis nuklir Korut ini, Cina tidak menyatakan dukungan akan pengaktifan kembali reaktor nuklir tersebut, namun berusaha menyelesaikannya secara damai dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan AS. Kebijakan Cina ini tentunya tidak berdiri begitu saja, tetapi dipengaruhi serta disesuaikan dengan kondisi di Semenanjung Korea, di Asia Timur, dan juga di dunia, terutama menyangkut kepentingan dengan AS.
Di Semenanjung Korea, Cina mempertimbangkan hubungan dengan Korsel, dimana hubungan keduanya semakin membaik. Kepentingan politik dan ekonomi serta kepentingan-kepentingan lain dengan Korsel juga menjadi aspek hirauan tersendiri. Apalagi Korsel adalah negara sekutu AS dan di sana hadir kekuatan militer AS, negara adidaya di dunia. Kepentingan AS di Korsel, dimana baik AS maupun Korsel menentang pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut merupakan pertimbangan penting bagi Cina dalam menyikapi permasalahan nuklir Korut.
Di Asia Timur terdapat Jepang, salah satu negara raksasa ekonomi dunia sekutu AS yang juga menentang kehadiran program nuklir Korut. Hubungan dengan Jepang dengan berbagai kepentingan yang terserabut di dalamnya juga harus dipikirkan oleh Cina.
Lebih   luas   lagi,   dalam   lingkup   internasional,   Cina   harus mempertimbangkan hubungannya dengan AS, selaku negara super power dan negara yang paling keras menentang pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut. Cina juga harus memperhitungkan kepentingannya dengan AS. Kepentingan itu terutama berkenaan dengan persoalan Taiwan, sampai sekarang, eksistensi Taiwan menjadi persoalan yang sangat penting bagi Cina, dimana Taiwan mengklaim bahwa mereka merupakan negara sendiri yang terpisah dari Cina, sedangkan Cina menyatakan dengan tegas bahwa Taiwan merupakan bagian dari Cina. Para pimpinan Taiwan pun semakin gencar menyatakan bahwa mereka merupakan negara yang terpisah dari Cina dan pandangan ini mendapat dukungan kuat dari masyarakat domestik Taiwan. Selama ini, kalau dicermati kebijakan AS cenderung mendukung Taiwan, meskipun hubungan AS dengan Cina mengalami peningkatan. Cina akan menemui kondisi sulit dalam persoalan Taiwan ini manakala Cina mendukung Korut.

Kepentingan Cina lainnya adalah menyangkut kepentingan dalam World Trade Organitation (WTO). Walaupun akhirnya Cina telah masuk dalam keanggotaan WTO, namun hal itu dicapai dengan sulit dan sebelumnya AS terkesan sebagai "penghalang" dalam proses masuknya Cina ke dalam wadah WTO. Cina akan berhadapan dengan tekanan besar dari AS kalau Cina dengan jelas mendukung Korut dalam permasalahan pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut.
Kondisi itu semua menjadi bahan pertimbangan bagi Cina dalam merespon pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut. Kalau Cina menunjukkan kebijakan yang mendukung pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut, maka kepentingan Cina dengan Korsel, Jepang, dan AS terancam. Hal itu sangat tidak menguntungkan bagi Cina. Maka dari itu, Cina mengambil langkah negosiasi dalam upaya menyelesaikan sengketa nuklir Korut.
4. Respon Jepang Terhadap Nuklir Korea Utara

Sebagai sesama negara yang terletak di kawasan Asia Timur dengan Korut, Jepang memandang pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional Jepang. Meskipun aktivitas nuklir Korut, yang menurut AS diarahkan pada pengembangan senjata nuklir, masih dalam tahap perdebatan, namun Jepang tetap terganggu dengan sengketa nuklir tersebut.
Persepsi ancaman dari pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut cukup beralasan bagi Jepang, dimana kalau menoleh ke sejarah masa lampau, Jepang merupakan negara yang pernah mengalami kerugian yang sangat besar dari dahsyatnya ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, yang memaksa Jepang untuk menyerah pada kekuatan Sekutu pada Perang Dunia II, dan sekaligus menandai kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II tersebut. Peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, merupakan pengalaman yang sangat pahit bagi Jepang, dan mereka sangat tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Berkaitan dengan itu, dari perspektif Jepang, pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut merupakan suatu potensi yang dapat menggiring pada perang, bahkan sampai penggunaan senjata nuklir.
Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II yang diikuti dengan penyerahannya pada Sekutu, Jepang tidak diperbolehkan untuk mengembangkan militer termasuk persenjataan oleh AS, karena AS akan memberikan “Payung pertahanan” bagi Jepang. Akan tetapi, walaupun Jepang mendapat jaminan pertahanan dari AS, Jepang beranggapan bahwa pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut tetap sebagai permasalahan yang sangat serius terhadap keamanan Jepang.
Jepang juga waswas bahwa suatu saat Korut bisa saja menyerang Jepang, termasuk dengan mempergunakan kapabilitas nuklir yang dimiliki Korut. Kekuatiran ini juga cukup beralasan karena Korut pernah mengadakan uji coba peluncuran peluru kendali Taep’o-dong 1 pada 31 Agustus 1993 yang melintasi Laut Jepang. Selain itu, sampai sekarang, hubungan Jepang dengan Korut kurang baik, bahkan sering terdapat ketegangan di antara mereka.

Jepang juga sebagai negara sekutu dekat AS, sementara Korut dan AS sering kali terlibat dengan perang kata-kata, terutama berkenaan dengan permasalahan pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut. Korut menganggap bahwa Jepang selalu ada di pihak AS, oleh karena itu Jepang juga "musuh" Korut.
Sebelum sengketa tentang pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut, yang berawal pada oktober 2002, Jepang adalah salah satu negara yang mendanai pembangunan reaktor air ringan (bersama-sama dengan Korsel dan AS), yang dibangun guna menggantikan reaktor nuklir Korut yang dibekukan, sekaligus sebagai persetujuan pembekuam reaktor nuklir Korut pada 21 Oktober 1994. Pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut (yang sebelumnya telah disetujui untuk dibekukan), merupakan pelanggaran besar terhadap persetujuan bersama tersebut.
Dari pertimbangan-pertimbangan itu, maka Jepang degan tegas menentang dan menolak pengaktifan dan uji-coba nuklir Korut.
5. Respon Rusia Terhadap Nuklir Korea Utara 

Tanggapan terhadap kapabilitas nuklir Korut sesungguhnya masih merupakan polemik, secara khusus antara AS dengan Rusia, dimana AS dengan tegas menyatakan bahwa Korut telah lama mengembangkan program nuklir, termasuk pengembangan senjata nuklir, sedangkan Rusia masih skeptis tentang kapabilitas nuklir Korut. Jadi, sebenarnya Rusia masih ragu dengan kapabilitas nuklir Korut, namun Rusia harus berhadapan dengan AS dalam persoalan sengketa nuklir  Korut  ini.  Berhadapan dengan AS negara adidaya, tentunya mempengaruhi cara pandang dan sikap Rusia terhadap pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut.
Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet yang kemudian diikuti dengan bubarnya Pakta Warsawa, pengaruh Rusia di dunia melemah, apalagi dipersulit lagi dengan resesi ekonomi Rusia, dimana sampai dengan penelitian yang bersifat studi literatur ini dilakukan Rusia masih mengalami kesulitan ekonomi. Dalam upaya pembangunan negaranya, terutama dalam memperbaiki perekonomiannya, Rusia menggalakkan kerjasama dengan berbagai negara. Pilihan utama adalah negara-negara maju dengan perekonomian kuat, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok negara industri maju, yang dikenal dengan sebutan G 7. Negara-negara tersebut adalah AS, sebagian besar negara Eropa Barat, serta negara-negara lainnya. Dalam upaya ini, Rusia harus berhadapan dengan AS.
Masih berkaitan dengan usaha Rusia dalam rangka memperbaiki perekonomian dan menyelenggarakan pembangunan nasionalnya, serta dalam meningkatkan pengaruhnya di kancah internasional, Rusia menempuh kebijakan luar negeri mendekatkan diri dengan NATO. Kalau dilihat dari sejarah, hal ini cukup ironis bagi Rusia. NATO merupakan pakta pertahanan yang didirikan oleh AS bersama-sama dengan negara-negara sekutunya dari Eropa Barat, dan yang dipimpin oleh AS. NATO didirikan pada masa Perang Dingin. Untuk menandinginya, Rusia (yang dulunya uni Soviet) beserta negara-negara satelitnya dari Eropa Timur membentuk Pakta Warsawa. Kedua pakta pertahanan ini selalu bersaing sejalan dengan persaingan Blok Barat (yang dimotori AS) dengan Blok Timur (yang dipimpin oleh Uni Soviet) pada era Perang Dingin. Seiring dengan keruntuhan Uni Soviet, maka Pakta Warsawa pun bubar dengan tidak jelas. Namun demi kepentingan nasionalnya, sekarang Rusia menggalang kerjasama dengan NATO. Hal ini berarti pula bahwa Rusia, lagi-lagi harus berhadapan dengan AS.
Memang, dulu Uni Soviet merupakan negara sekutu andalan Korut, termasuk dalam Perang Korea 1950-1953. Uni Soviet juga yang mendukung Korut sampai terbentuk menjadi negara dengan pemerintahan sendiri, bahkan sampai dekade 1960-an. Tetapi, seiring dengan perubahan keadaan dalam politik internasional, saat ini kebijakan Rusia terhadap Korut telah jauh berbeda. Kalau dulu, Rusia perang dingin dengan Barat, sekarang Rusia cenderung kooperatif dengan Barat, dalam hal mana Rusia mau tidak mau, harus berhadapan dengan AS.
Faktor resiko besar jika bersinggungan dengan kebijakan dan kepentingan AS, menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Rusia dalam merespon pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut. Di tengah-tengah usaha aktif untuk memperbaiki    kondisi   domestiknya,    terlebih   dalam    memperbaiki perekonomiannya, terlalu besar resiko bagi Rusia jika menentang kebijakan AS, apalagi Rusia belum pulih dari penyakit ekonominya.
Maka dalam menanggapi pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut, Rusia tidak menunjukkan sikap yang menentang keras program nuklir tersebut, namun tidak berarti mendukungnya. Meskipun Rusia masih ragu dengan kemampuan nuklir Korut, tetapi Rusia cenderung setuju dengan perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa nuklir itu secara damai yaitu melalui turut berpartisipasi dalam pembicaraan-pembicaraan multilateral (enam-pihak), terlebih lagi Cina memainkan peranan aktif dalam perundingan itu dan mengajukan diri sebagai tuan rumah. Dalam hal ini, Rusia juga berusaha memelihara hubungan baik dengan Cina. Di kawasan Asia Timur juga terdapat Jepang salah satu negara dengan perekonomian yang sangat kuat yang juga merupakan anggota G7 yang menunjukkan respon yang sangat jelas menentang dan menolak pengaktifan kembali reaktor nuklir Korut. Jepang banyak memberikan bantuan kepada Rusia, khususnya pada saat Rusia mengalami resesi ekonomi. Dalam upaya menggalang kerjasama terutama dalam bidang ekonomi dengan negara-negara G7, Rusia juga harus menjaga keseimbangan hubungan dengan Jepang, apalagi Jepang merupakan negara sekutu AS.
Jadi. Rusia masih skeptis akan kapabilitas nuklir Korut, apalagi sampai tahapan persenjataan nuklir akan tetapi Rusia cenderung mengikuti alur yang ada yakni ikut serta dalam perundingan-perundingan penyelesaian damai program nuklir Korut.
� 	R.Suprapto, Demi Harga Diri Mereka Melawan Amerika, (Jakarta, Pustaka Zaman, 1997) hlm 43.





� 	Ibid.,hlm 56


� 	Bertrand Russell,. Akal Sehat dan Ancaman Nuklir, Terjemahan Ira Puspito Rini, (Jakarta, Ikon Teralitera, 2002) hlm 24.


� 	Ibid.,hlm 37.


� 	Kompas, Op.Cit., hlm 3.


� Pikiran Rakyat, Op.Cit., hlm 5.


� 	R. Suprapto, Op.Cit., hlm 75.


� 	Nada Takashi, Korea In Kim Jung Il’s Era, Foreign Languages Publishing House Pyongyang, 2002, hlm 46





� 	Ibid., hlm 53.


� 	 “Korea Utara Lebih Bahaya”, Pikitran Rakyat, 15 Januari 2003, hlm. 6


� 	Ibid., hlm 6


� 	Bertrand Russell, Op.Cit., hlm 46


� 	Sutopo A.R, Proliferasi Nuklir Dan Permasalahannya, (Jakarta, CSIS, 1986) hlm 23


� 	 “Korsel Desak agar Korut Diberi Waktu”, Media Indonesia, 27 Januari, 2003,   hlm. 5


� 	Sutopo A.R, Op.Cit., hlm 32


� 	Pinkston, Daniel A, Op.Cit., dalam � HYPERLINK "http://www.cns.miis.edu/research/korea/dprkmotv.pdf" ��http://www.cns.miis.edu/research/korea/dprkmotv.pdf� 





� 	Media Indonesia, Op.Cit., hlm 6





